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Abstrak 
Maraknya penyalahgunaan narkotika sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Narkotika 

dewasa ini tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja, bahkan anak-anak pun menjadi 

bagian dan pemakai dan pengedar gelap narkotika. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana 

narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan 

menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran kepolisian dalam menegakan hukum 

terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur dan kendala 

kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres 

Tanjung Jabung Timur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian 

ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi 

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian didalam menegakan hukum 

terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka 

penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya, di dalam 

menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kepolisian membutuhkan kontribusi dari 

masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika berjalan 

masksimal. Adapun faktor penghambat peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak 

pidana narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan 

narkotika menjadi hal penghambat dari pihak kepolisian. Berdasarkan hal tersebut ada upaya dari 

kepolisian untuk mengatasi hambatan- hambatan yang dialami kepolisian yaitu dengan 

melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang pengetahuan bahayanya penyalahgunaan narkotika 

dan melaksanakan operasi-operasi dan razia yang lebih rutin untuk menekan angka penyalahgunaan 

narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. 

Kata Kunci: Peran Kopolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika. 

 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun 

juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah yang jauh dari pusat ibukota. Daerah- 

daerah yang belum tersentuh peredaran narkotika lambat laut berubah menjadi sentra atau 

produsen narkotika. Dengan  kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dengan 

penggunaan cara modus operandi yang canggih didukung dengan kemajuan teknologi 

komunikasi menjadikan Indonesia sebagai wilayah kepulauan sebagai sasaran empuk untuk 

dijadikan lalu lintas atau transit perdagangan gelap narkotika utamanya jalur laut. 

Narkotika adalah zat atau l            obat yang belrasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sinteltis maulpuln selmisinteltis, yang dapat melnyelbabkan pelnulrulnan atau perulbahan 

kelsadaran, hilangnya rasa, melngulrangi sampai melnghilangkan rasa nyelri, dan dapat 

melnimbullkan keltelrgantulngan. Hal telrselbult dijellaskan pada Pasal 1 ayat (1) Ulndang-

ulndang No. 35 tahuln 2009 telntang Narkotika.  
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Kata narkotika pada dasarnya belrasal dari bahasa yulnani “Nar-kouln” yang melmbulat 

lulmpulh ataul mati rasa.  

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititik 

beratkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan 

untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar 

ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih 

ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, 

persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh 

kepolisian tentunnya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah 

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 

13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap 

setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya 

dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan 

Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi 

masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi 

peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna 

membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba 

telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, 

teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak 

menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai 

pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat 

berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada 

Kepolisian terkhusus Polres Tanjung Jabung Timur.  

Pelreldaran narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur pada saat ini 

telrgolong tinggi, karelna seltiap tahulnnya angka tindak pidana narkotika celndrulng 

melningkat. Melnulrult data dari Polres Tanjung Jabung Timur ulntulk kasuls tindak pidana 

narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selpanjang tahuln 2024, Badan Narkotika 

Nasional (BNN) Provinsi Jambi dan Polres Tanjung Jabung Timur tellah melngulngkap 

selbanyak 30 kasuls tindak pidana narkoba dan psikotropika. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membuat judul karya ilmiah yaitu: ” 

Peran Kepolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Narkotika Dalam Wilayah 

Hukum Polres Tanjung Jabung Timur”. Belrdasarkan ulraian diatas, maka pelrmasalahan 

yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini belrtuljulan ulntulk melnelliti lelbih lanjult melngelnai 

Bagaimana Pelran Kelpolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana 

Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur  dan Apa Saja Kelndala 

Kelpolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah 

Hukum Polres Tanjung Jabung Timur 

 

METODE PENELITIAN 
Jelnis pelnellitian dalam pelnellitian ini adalah yulridis elmpiris yang delngan kata lain 

dapat pulla diselbult delngan pelnellitian lapangan, yaitu kajian keltelntulan hulkulm yang 

belrlakul           
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serta apa yang telrjadi dalam kelnyataannya di masyarakat. Melnulrult Prof. Bahdelr 

Johan Nasultion dalam bulkulnya yang belrjuldull Metode Penilitian Hulkulm “Metode 

Penilitian melrulpakan ulraian telknis yang digulnakan dalam pelnellitian.”. 

Meltode l         penelitian data dengan deduktif ini belrtuljulan ulntulk melncakulp objelk-objelk 

pelnellitian yang ulntulk melmelnulhi kelbultulhan dari selmula pelmikiranpelmikiran hulkulm, 

bahan-bahan hulkulm dan pelndapat-pelndapat dari para ahli hulkulm yang kelmuldian 

ditulangkan dalam belntulk tullisan dan pelnellitian hulkulm dengan mengumpulkan bahan-

bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan 

secara deduktif. dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan 

peran Kepolisian RI dalam memberantas dan mencegah narkotika dalam wilayah hukum 

Polres Tanjung Jabung Timur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Kelpolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Narkotika 

Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur 

Narkotika melnulrult Ulndang- Ulndang No. 35 Tahuln 2009 telntang Narkotika (UlUl      

Narkotika), yaitul      zat ataul      obat yang belrasal dari tanaman ataul bulkan tanaman, baik 

sintelsis maulpuln selmisinteltis,yang dapat melnyelbabkan pelnulrulnan ataul   pelrulbahan 

kelsadaran, hilangnya rasa, melngulrangi sampai melnghilangkan rasa nyelri, dan dapat 

melnimbullkan keltelrgantulngan. 

 Polres Tanjung Jabung Timur selbagai kantor kelpolisian yang melmiliki 

kelwelnangan hulkulm di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Polres Tanjung Jabung 

Timur julga dibantu dalam melnelgakan hulkulm di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur olelh kator-kantor kelpolisian lain yang yang melmiliki kelwelnangangan hulkulm. 

Pelnelgakan hulkulm yang optimal diharapkan dapat melnelkan angka pelnyalahgulnaan 

narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Polres Tanjung Jabung Timur melmiliki 

satulan khulsuls di dalam melnangani kasuls tindak  pidana narkotika,yaitu: Rels. Narkoba 

Polres Tanjung Jabung Timur. Belrdasarkan obselrvasi yang dilakulkan di Polres Tanjung 

Jabung Timur, pelran kelpolisian didalam melnelkan angka kasuls tindak pidana narkotika 

yang telruls melningkat seltiap tahulnnya tidak akan belrhasil apabila hanya kelpolisian yang 

mellakulkannya.  

Pelran kelpolisian dalam pelnelgakan hulkulm telrhadap tindak pidana narkotika di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur selsulai  delngan  Ulndang-Ulndang  Nomor 13 Tahuln 

1961 kelmuldian belrulbah melnjadi Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2002 telntang telntang 

Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia adalah sellaku l pelngayom, pellindulng dan pellayan 

masyarakat wajib ulntulk melmbelrantas pelnyakit masyarakat yaitul           masalah narkotika. 

Pelran kelpolisian dalam hal tindak pidana narkotika ditelgaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) 

hulrulf c dalam Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2002 telntang Kelpolisian Nelgara 

Relpulblik Indonelsia, yaitu polisi belrwelnang melncelgah dan melnanggullangi tulmbulhnya 

pelnyakit masyarakat; antara lain pelnyalahgulnaan obat dan narkotika. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Res-Narkoba Polres Tanjung Jabung 

Timur, Bapak Fakhrizal, S.H yang menyatakan bahwa pelran kelpolisian dalam melnelgakan 

hulkulm yang dilakulkan kelpolisian Satulan Rels. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur 

dalam melmbelrantas dan melnanggullangi pelnyalahgulnaan narkotika telrmasulk narkoba, 

yaitu program pelrtama pre-epentive (Pembinaan), program keldula prelvelntif (pelncelgahan) 

dan program keltiga relprelsif (pelnindakan) (Nulgroho, 2011: 99). Kelpolisian dari Satulan 

Rels. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur ulntulk pelmbelrantasan pelnyalahgulnaan 

narkotika ini akan diawali delngan ulpaya pelmbinaan, pelncelgahan, dan pelnindakan 

selbellulm tindak pidana telrselbult telrjadi. 
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1. Prel-elmptivel       (Pelmbinaan) 

Bahwa “prel-elmptive yaitu : program pelmbinaan dituljulkan kelpada masyarakat yang 

bellulm melmakai Narkoba, atau bahkan bellulm melngelnal narkoba” 

(Partodiharjo,2006:100). Sulatul        tindakan pelncelgahan adalah prelvelntif (Jamin,2004:60). 

Dalam praktelk di lapangan, kelpolisian melnyelbult istilah pre-l—elmptive ini selbagai 

pelmbinaan masyarakat atau prelvelntif tidak langsulng, yaitul      pelmbinaan yang belrtuljulan 

agar masyarakat melnjadi law abiding citizelns (Sulparlan, 2004:40). 

2. Prelvelntif (Pelncelgahan) 

Selsulai delngan asas-asas hulkulm yang digulnakan kelpolisian dalam mellaksanakan 

tulgasnya bahwa, polisi haruls lelbih melngultamakan asas prelvelntif, yaitu melndahullulkan 

tindakan pelncelgahan dalam melnyikapi dan melnghadapi selgala pelristiwa yang telrjadi di 

masyarakat. Asas hulkulm telrselbult dipelrkulat delngan adanya Pasal 14 Ayat (1) hulrulf i 

dalam Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2002 telntang Kelpolisian Nelgara Relpulblik 

Indonelsia yang melnjadi dasar hulkulm pellaksanaan ulpaya prelvelntif olelh polisi. 

3. Relprelsif (Pelnindakan) 

Ulpaya telrakhir ulntulk melmbelrantas pelnyalahgulnaan belrbagai jelnis narkoba 

khulsulsnya narkotika yang dilakulkan olelh Satulan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur 

adalah delngan melngadakan program relprelsif yang melrulpakan tahapan pelnindakan 

telrhadap orang-orang yang tellah melnyalahgulnakan narkotika, ini melrulpakan welwelnang 

multlak bagi kelpolisian dalam melmbelrantas selgala belntulk pelnyimpangan, yang salah 

satulnya pelnyalahgulnaan narkotika. “Relprelsif adalah program pelnindakan telrhadap 

produlseln bandar pelngeldar dan pelmakai belrdasarkan hulkulm” (Partodiharjo,2006:107). 

Seldangkan, relprelsif adalah “pelnindasan/ pelmbelrantasan/ pelnulmpasan selsuldah keljahatan 

telrjadi” (Arielf,2005:42). 

Pellaksanaan program relprelsif dimullai dari pelnyellidikan, pelnyidikan sampai delngan 

pelnangkapan yang belrfulngsi ulntulk melmbelrikan hulkulman kelpada pelnyalahgulna agar 

melndapatkan elfelk jelra. Kelpolisian dalam pelnelgakan hulkulm tindak pidana narkotika bagi 

pelnggulna narkotika selbagai pellakul           tindak pidana, tidak dapat dipulngkiri pastilah 

melmiliki hambatan- hambatan yang dihadapinya. Pelreldaran gellap narkotika yang 

melnggulnakan telknologi yang canggih sayangnya tidak didulkulng delngan sarana dan 

prasarana yang canggih dalam melmbongkar kelgiatan pellakul      telrselbult (Ziliwul, 2016:67). 

Sarana dan prasarana telrselbult salah satulnya adalah deltelktor ataul      alat sadap 

tellelpon. Kelndala lain yang melmpelngarulhi tulgas dan fulngsi kelpolisian dalam ulpaya 

melnelgakan ataul       melmbelrantas pelnyalahgulnaan narkotika, yaitul partisipasi dan kontrol 

masyarakat di belbelrapa wilayah yang masih sangat relndah karelna rasa tidak peldulli 

telrhadap lingkulngannya selndiri walaulpuln jellas telrlihat selcara langsulng adanya tindakan 

pelnyalahgulnaan narkotika (Tarigan, 2013:17). 

Kendala Kelpolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana  

Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur 

Ulpaya kelpolisian Polres Tanjung Jabung Timur melngatasi hambatan-hambatan 

yang dialami kelpolisian dalam pelnelgakan hulkulm telrhadap tindak pidana narkotika di 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kelrjasama delngan masyarakat, lelmbaga dan 

organisasi. Telrbelntulknya kelrjasama antara kelpolisian delngan belbelrapa organisasi, 

lelmbaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat melrulpakan langkah kelpolisian gulna 

pelningkatan kelsadaran dan keltaatan masyarakat telrhadap hulkulm dan keltelntulan 

pelrulndang-ulndangan selrta telrpelliharanya kelamanan dan keltelrtiban (Fiyana, 2017:41). 

Kelpolisian dalam hal ini Satulan Rels. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, bahwa 

ulpaya yang dilakulkan kelpolisian ulntulk melngatasi hambatan- hambatan telrselbult yaitul, 

yang pelrtama melngajak sellulrulh ellelmeln masyarakat karelna selsulai delngan ulndangulndang 
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masyarakat ikult belrpelran didalam pelnangullangan, pelncelgahan, dan pelreldaran narkotika. 

Perlu adanya penambahan telnaga sulmbelr daya manulsia delngan kulalifikasi kompeltelnsi 

yang lelbih baik lagi. Sellain adanya pelnambahan telnaga sulmbelr daya manulsia kelpolisian 

julga melmelrlulkan adanya pelnambahan sarana dan prasarana pelndulkulng yang dipelrlulkan 

dalam pelnanggullangan narkoba (Fiyana, 2017:43). 

Hasil pelnellitian melnjellaskan bahwa cara keldula ulntulk melngatasi hambatan-

hambatan yang ada dalam melnelgakan hulkulm telrhadap tindak pidana narkotika haruls 

belrulsaha melngelmbangkan potelnsi ataul        sulmbelr daya manulsia  di Satulan  Rels.  Narkoba 

Po l res  Tan jung  Jabung  T imur  mellaluli  ikult  pellatihan  lelbih  jaulh  telntang 

narkotika maulpuln moduls-moduls yang ada didalam pelnyelbarannya telrselbult, agar 

keldelpannya anggota dari Satulan Rels. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melmiliki 

kelmampulan dan lelbih maksimal dalam melngulpayakan pelnelgakan hulkulm telrhadap tindak 

pidana narkotika. Sellain itu juga melningkatkan fasilitas-fasilitas pelndulkulng didalam 

melnelgakan hulkulm telrhadap tindak pidana narkotika yang sellama ini melmang kulrang 

selpelrti alat telst ulrine maulpuln pelnyadap handphone. 

 Ulpaya dalam melnanggullangi pelnyalahgulnaan narkotika dilakulkannya opelrasi 

rultin yang dilakulkan dibelrbagai telmpat, bahkan di selkolah, dan telmpat hibulran malam 

dimana telrdapat anak ataul        relmaja yang dalam hal ini sangat relntan melnjadi sasaran 

pelnyalahgulnaan narkotika (Fiyana, 2017:45). Hasil pelnellitian melnelgaskan bahwa cara 

keltiga dalam melngatasi hambatan Satulan Rels. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur 

akan lelbih intelnsif di dalam mellaksanakan opelrasi-opelrasi tangkap tangan telrhadap tindak 

pidana narkotika dan razia-razia yang akan lelbih selring dilaksanakan di daelrah- daelrah 

yang diculrigai selbagai daelrah yang rawan telrhadap pelnyelbaran atau l adanya 

pelnyalahgulnaan narkotika. 

 Agar tidak hanya dipelrkotaan namuln didelsa-delsa angka pelnyalahgulnaan narkotika 

dapat ditelkan. Delngan cara ini selbelnarnya sangat ampulh ulntulk melnelkan angka pelreldaran 

narkotika, razia yang rultin di daelrah yang rawan melngakibatkan oknulm-oknulm melrasa 

takult ulntulk melngeldarkan narkotika lagi.  Dan  satul              hal  lagi  yang  sangat  pelnting  yaitu 

komunikasi anggota kelpolisian delngan tokoh-tokoh masyarakat agar sellalu menjaga 

wilayahnya agar telrbelbas dari ancaman pelnyalahgulnaan narkotika yang dimana saja hal 

ini bias telrjadi, dan agar sellalu lapor apabila ada telrlihat warga masyarakatnya telrbulkti 

mellakulkan pelnyalahgulnaan narkotika itu selndiri. 

 Disisi  lain ada beberapa faktor lain sebagai kendala yang dihadapi dalam 

memberantas maraknya Narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur yaitu: 

1. Masyarakat 

 Partisipasi masyarakat turut menentukan kinerja kepolisian. Apabila masyarakat 

mau memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, maka tugas 

kepolisian akan lebih mudah. Adapun faktor penyebab masyarakat tidak mauberpartisipasi 

dalam rangka penegakan hukum pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah : 

a. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika yang  terjadi di 

lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri 

melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahguna narkotika tersebut.  

b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap penyalahguna tersebut 

adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehinggamasyarakat beranggapan bukan 

merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya.  

c. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkotika di 

lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang 

berwajib akan dibalas oleh teman – teman pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.  

d. Akibat trend kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian diantara 
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anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. 

Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya. 

2. Pemerintah 

Peran dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian Polres 

Tanjung Jabung Timur (Satuan Narkoba) sangatlah besar dalam mencegah terjadinya 

peredaran gelap dan penyalahgunaan penggunaan Narkotika dan sejenisnya yang ada di 

wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Namun dalam pengaplikasianya terkadang 

berbanding terbalik dengan dengan tujuan awal. Peran Pemerintah Daerah dianggap 

kurang maksimal dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika. Sebagai contoh adalah 

sebagai berikut : 

a. Pemerintah dianggap kurang  mengawasi terhadap tempat – tempat yang  diduga keras 

sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkotika 

b. Kurangya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Polri dalam pencegahan 

peredaran gelap narkotika diwilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. 

c. Tidak adanya kesungguhan dari instansi – instansi pemerintah dalam  pencegahan dan 

pemberantasan peredaran gelap narkotika diwilayah hukum Polres Tanjung Jabung 

Timur. 

d. Pemerintah Daerah kurang aktif kepada instansi yang mempunyai wewenang izin 

sebagai penerbit tempat hiburan malam untuk selalu menindaklanjuti keabsahan surat 

izin pendirian tempat hiburan malam, yang dimungkinkan akan dijadikan media untuk 

memperlancar jalur peredaran Narkotika.  

e. Pemerintah Daerah harus memperhatikan betul aparat – aparat penegak hukum seperti 

Polisi, Jaksa, Hakim dan lain – lain agar tidak mempermainkan kasus narkotika dengan 

memberi hukuman yang ringan pada bandar – bandar narkotika yang tertangkap. 

 

KESIMPULAN 

Pelran kelpolisian Polres Tanjung Jabung Timur adalah selbagai pelrlindulngan, 

pelngayoman, dan pellayanan kelpada  masyarakat  diharapkan  dapat  melmbelrantas  pellakul  

tindak  pidana   narkotika, mullai dari jaringan kelcil sampai kel        jaringan belsar selpelrti 

bandar narkoba dan melnangkap pellakul           tindak pidana narkoba. Ulpaya pelnelgakan 

hulkulm yang dilakulkan kelpolisian ulnit satulan narkoba dalam melmbelrantas dan 

melnanggullangi pelnyalahgulnaan narkoba telrmasulk narkotika, yaitul delngan melngadakan 

Program Prel-elmptive (Pembinaan), Program Prelvelntif (Pelncelgahan) dan Program 

Relprelsif (Pelnindakan). 
1. Ulpaya kelpolisian Polres Tanjung Jabung Timur melngatasi kelndala yang dialami 

kelpolisian dalam pelnelgakan hulkulm telrhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur adalah: 

a. Melngajak sellulrulh ellelmeln masyarakat karelna selsulai delngan ulndang-ulndang 

masyarakat ikult belrpelran didalam pelnangullangan, pelncelgahan, dari pelreldaran 

narkotika; 

b. Melngelmbangkan  potelnsi  atatu sumber  daya  manulsia  di  satulan  kami mellaluli ikult 

pellatihan lelbih jaulh telntang narkotika maulpuln moduls-moduls dan melningkatkan 

fasilitas-fasilitas pelndulkulng didalam melnelgakan hulkulm telrhadap tindak pidana 

narkotika; 

c. Mellaksanakan opelrasi-opelrasi tangkap tangan telrhadap tindak pidana narkotika dan 

razia-razia yang akan lelbih selring dilaksanakan di daelrah- daelrah yang diculrigai 

selbagai daelrah yang rawan telrhadap pelnyelbaran atau adanya pelnyalahgulnaan 

narkotika. 

d. Berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten 
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Tanjung Jabung Timur dalam bersama-sama untuk memberantas maraknya narkotika 

di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. 

Saran 

Saran yang dapat pelnullis sampaikan kelpada pihak kelpolisian dan pemerintah adalah  

helndaknya bersama-sama dalam memberantas maraknya peredaran narkotika di wilayah 

hukum Polres Tanjung Jabung Timur dan Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur dapat 

melnyeldiakan anggaran dalam pellaksanaan pelnanggullangan dan pelmbelrantasan 

pelnyalahgulnaan narkotika agar ulpaya yang dilakulkan tidak telrhambat dan dapat belrjalan 

delngan selmaksimal mulngkin. Di samping pelnyeldiaan anggaran, pelrlu adanya suatu 

pelatihan khulsuls kelpada pelnyidik-pelnyidik Polri ulntu lk melngulngkap keljahatan-keljahatan 

yang belrkaitan delngan narkotika. Kelpada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

agar ikult belrpelran di dalam pelnangullangan, pelncelgahan, dan pelreldaran narkotika gu lna 

pelningkatan kelsadaran dan keltaatan masyarakat telrhadap hulkulm dan ke ltelntulan pelrulndang-

ulndangan selrta telrpelliharanya kelamanan dan kelte lrtiban. 
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